PERATURAN DAERAH mUPA’l‘K!V ACEH TENGGARA

Nomor : 5 Tahun 2002

TENTANG

RETRIBUSL IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN DAN HASIL

IKUTANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI ACEH TENGGARA

Bahwa dalam rangka menjaga kelestarian Hutan dan
mewmperolel manfaat atas Sumber Days Alam yang
berasel  dari  hesil Hutan  periu  dilakukan

pengendalian ;

h

Bahwa Peraturan Daerak Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Tasil Huran
Ikutan telah diurndangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 90 Tahun 1999

" tangeal 8 Agustus 1999 dirasa perhy disesuaikan

dengan perkembangan

Dehwa untule maksud tersebut porlu ditetaplan

dengan Peraturen Daerat ;



Mengingal

[

L

@

®

. Undang-Undang  No, 4 Tahun 1974, fentang

Pembentukan Kabupaten Acch Tenggara;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Femerintahan Daersh ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan kevangan aniara pemerintah pusat
dan Daerah ;

Undang-undang Nomor 41 ‘fahun 1999 tentang
Kehutangi

Undang-undang Nomor 34 Tabun 2000 tentang
Pajale Daetah dan Retribusi Daerah -

- Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 1970

tentang  Hak  Penyerahan Hutan dan  Tlak
Pemnungutan Hasil Hutan ;

. Peraturan Pemetintah Nomor 25 tahur 2000 tentang

I 1 i Pusal dan

Propins sehagai Daerah Otonorm
Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 4 tahun
1997  tentang Penyidik Pepawai Negeri Ripil

dilingkungan Pemerintah Dasrals




MEMUTUSEAR

Menctapkan : PERATUMAN DAFRAB KABUPATER ACEH TENGGARA
TENTANG KRETRIBUSI 1ZIN HASIL. HUTAN IKUTAN
DALAM WiIAYAH EABUPATEN ACEH TENGGARA.

Fasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksad dengan ©

a. Daersh pdalah Rabupalen Aceh Tenggara

b, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;
c. Kepala Daerah adaluh Bupali Kabugaten Acch Tenggara ;

d. Dinas Pendnpatan Daereh adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Aceh Tenggara .

& Izin Pengambilan Kasil Hutan adalah pemberian izin keparia orang pribadi
atau badan hukum untuk melakukan ussha pengambilan hasil hutan
ikutan, antera lain Damar, Gaharu, Rotan, sedangkan kayu kampung,

tidak termasuk prgambian kayu hutan ;

f.  Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sehagai pembayaran atau jasa

atau pemberian win e

1tu yang khusus disedisken dan atan diberikan

oleh Pemerintah Daerah uniuk kepentingan orang peibadi arau badan

hukum

g Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atss kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam pemberien izin kepada orang pribadi atau

badan huloun  yang di umtuk




pengendalian

dan  pengawasan atan  kegetan pemanfaatan  ruang,
penggunaan Sumber Daya Alau. Baraug , prasarana, sarana atan fasiitas
tertentu guna melindung kepentingan umum dan menjegs kelestarian

linghungan ;

Surat Ketelapan Rebibasl Daersh yang selamjutnys disingkat SKRD

visan

ang menentukan besarnva jumlah retribus

yang terutang ;

Surat Ketetapain R

shus: Doerah Kurang Bayar yang selanjutaye

digingkat SKRDKE adatah Surat kepur

AN yang meuentukan besaryya
jumlah  retribusi yaog  feruteag, jumlal keedit retrdbusi, jumlah
Jeekurangan pembayeran pokole retribusi, besarnya sanlsi administeast

dan jumtah yang masih Harus dibayar ;

Surat K

apan Retribusi Daerah Kuteng Dayar  Tambahan vang

selanjutora  disiigkat SKRDKBT  sdalsh  Surat  Keputusan  yang

menentuken lambaian atas jurlah retribusi vang telah direraplkan ;

Sirat Yagihan Retribusi Dasrsh yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat eptuk melskukan tagihan retribusi den atan sanks administrasi
herupa dan atad denda |

Surat Kepurusan Retribusi Dasvah lebih Bayar vang selanjutmya
disinpkat SKRDLS adalah Surst keputusan yang menentulan jumlah
kelehihan pemhayaran retribusi karens jumlah kredit retribusi lebih besar

dari pada retribusi yang serutang atau tidak soharusnya terutang ;




in. Kayu kumpung adaioh segaia jonis kavu selain koyu katet yang berasal

dari luar kawasan hutan.

BABT
WAMA, OBJEH DAN SUBJEK
Pasal 2
Dengan nama retribusi ixin pengarsbilan hasil hutan ikulen dipungt
retribusi atas setiap pelavenan pemberian izin pengacibiian hasil hutan dan
hasil ilutanngs
Pusal 3

Obpele retribusi adalah  pelavanan vang diberikan atas pemberian izin

pengambilan hasil hutan ikl a0 hast produksi Hutar ikotan

Pazal 4
Subjek Retribusi adalah orang privadi stau badan hukum yang mendapatkan

dan ateu memperaleh izm pangambilan hasil Butan featan.

BAB T
PERIZINAN
Pasal 5
(1} Senap orang pribadi atau badan Hukum yang alan mengambil hasil
butan dan hasil ikutsonya serta memperjual belian hasil Butan dan

‘hasi! i

utannya, s ada izin dari Kepala Daerah




() Tata cara pengajuan izin i

dari :

A Mengajuken permohonan kepada  Bupati melalui Kepak Dinas

Kehutanan dan perkebunan.
B. Persyaratan pengajuan Tzin |
1. Pota copy KTP dan NPWP perusahaan yang bersangkutan bagi yang
memiliki .
2. Folo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesusi tempat
peruntukan tanshfpenggunasn sebagai lahen.

3. Folo copy serbifiksr manah dan bulti hak penggunaan usaha atas

tanah dan dilengkapi dengan peta lokasi.

BAB IV

CARA TINGKAT AN JABA

Passl 6

Tingkat penggunaan jasa izia pengambilan hasit Hutan dan hasil ikutannya

serta memperjual bellkan  hasii Hutan dan  hasil ikutennya  diukur

berdasarkan luas areal, lokasi dan junitah produkai




BAB V
PENETAPAN, STRUKTUR DAN EESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pusal 7
Penetapan taril retribusi izin pengambilan hasil Hutan dan hasil fkutannya

adalah untuk pengganti binya adminiswasi biays survel lapangan,

, dan biaya p
Pasal 8
(1} Setinp orang atau badan hukum yang mengambil hasil Hutan dan hasil

ikutanngd serts memperjual belikan hasil Hutan dan hasil fkutannya wait

rmembayar rstribusi.

(2) Dasar pengenaan retribusi edaleh izin pengambilan hasil Hutan  yang
diberikan oleh Kepala Daerah, yang perbitungannya didasarkan eatas
produksi hasil Hutan dan haeil fkutannya yang diambil, dan yang

diperjuel belikan diketahui berdasarkan laporan hasil produlesi |

(3) Besarnya tarif retibusi sebagaimena dimaksud ayat (1)-dan (2) pasal ini

adalah sebagai berilaut :

4. Rotan scbesar 3 % / Kp{ harga pasar

4

Damar sebesar 3 % / Kg { harga pasar

. Gahara sebesar 3 % / Kg / harga pasar

&

e

Bambu sehesar 3 % / batang / harga pasar

"

ljuk sebesar 3 % / bal / harga pasar

Tikar sebesar 3 % / lembar / harga pasar




Pasal 9
(1} Retribusi dipungut dengan mengguraln SKRD dokumen lain yang

dipersamakan.

{2} Hasil retribusi B i dalam pasal B Peraturan

Daerah ini disetor ke kas Daerah

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAY S8AAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu terteniu yang lamanya ditetapkan oleh

Hepala Daerah sebagai dasar unluk menetapkan besarnya retribusi terutang .

BAB VI
WILATAH PEMURGUTAN
Prsal 11
Wiayeh pemungutan retribusi adalah kabupaten Acch Tenggara .

Pasal 12
Jangka wakiu berlakunya izin pengambilan hasil Hutan htan ditetapkan
uniuk paling lama 6 lenamj bular, dan dapat diperpanjang sesuai dengan

ketentuan yang berfaku.



BAB VIII
BANKSI ADMINISTRAST
Pasal 13
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat wektu atau kurang

membayar, dikenskan sanksi administrasi berupa bunga sehesar 2% (dua
persen) setisp bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang bayar dan ditagh dengan menggunaken Surat Tagihan Retribusi
Daerah .

BAB IX
‘TATA CARA PEMBAYARAN
Pusal 14
{1) Kepedis  Duerah menentukan langgal jatub tempo pembayaran dan

penyetoran retibusl yung terutang . paling lama 30 (fga puluh ) hari
setelah saat terutang.

(2) SKRD,SKRDKB, SKEDKBT.STRD, Surat Keputusan pembetulan Surat
Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyehabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar bertarmbah, harus dilumasi dalam jangka
wrktu paling lama 1 [sam] bulan sejak tanggal diterbitkunnya terschut
diatan

(3) Kepala Daersh atas pemchon wajib- retribusi dapat memberilan
persctujuan kepada wajib retribusi untul mengangsur atau menunds
pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % { dua persen )

setiap bulan dengan catatan persvaratan yang dientukan terpenubi




1
{4) Tata cara pembayaran. tempar pembayaran, penundaan pembayaran

retribusi distudengan Keputusan Kepala Daerah .

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15
(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKH, SKEDKBT, STRD,
Surat Keputusan pembetulan, Surat Kepmusan keberatan dan putusan
banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajih retribusi pada wektunya
dapat ditagih dengan Surat Palesa .
(2} Penagihan reuibusi denpan Surat Paksa dilaksankan berdasarlan

peraturan perundeng-undangan yang berlaku .

BAB X1
TATA CARA PEMEETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN PENGHAPUSAN PENG! BANKSI
Puzal 16
11) Wajib retribusi i SKRD dan STRD

yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan

atau kekefinwan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.




(2) Waiib ~ retribusi  dapal mensa

%an permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan atau kemaikan
retribusi yang terntang dalam hal sanisi tersehut dikarenalkan kekelinzan

retribusi atan bukan karena kesalshannya.

(3 Wajib retribusi  dapat mengajukan permohonan pengurangan  atau

pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(1)} Permohonan pembetulan  sebagnimana dimakend ayal (1} pasal ini,
pengurangan ketlapan, penghapusan atau  pengurangan  sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud ayal (3) pasal ini disampaikan secara
tertulis oleh retribusi kepada Bupati atau pejabat, paling lama 30 ( tiga
puluh § hari sejak tanggal ditcri?‘na SKRD atan 3TRD dengan memberilan

alasan yang jelas i untuk

i3 K etaw i dimaksud pada avat [2) pasal

. i dikeluarkan oleh Bupadi atau pejabat, paling lama 3 {tiga) bulan sejak
permohonan diterima .

(6] Apabila setelah lewat 3 jtiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

pasal ini Bupati st pejabat tidak memberflan keputusan, maka

permohonan pembetulan a per atan

pengurangan sanksi admi i dan pembatalan di




BAE XI1
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALTAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 17
(1) Wajib retribusi dapat i permohonan

retribusi kepada Kepala Daerah .
(2) Kepeln Dacigh utau Pejabar dalan jangka wakiu pating lama 6 (enam)
bulan  sguk  diterimanya  permohonan  pengembalion  kelebihan

pembaysran retribusi sebagaimana dimakoud pada ayat (1) pasal ini

harus memberikan keputusan

]

Apabila jangka wakis scbagaimana dimakeud pada ayat 2 (dua) pasal ini

telab dilampaui dan Kepala Daerab tidak memberiken kepntusan,

lian kelebil an retribusi dianggap
dilkabulkan dan SKROLB harus disebutkan dalam jangka waktu utang

tersebut .

(4} Apabila wajib retribusi mempunyai utaeg retribusi lainnya, kelebilan

seteibusi i df ayat (1) pasal ini langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribuai tersebut .

=z

Pengembalian pembayaran rteribusi i ! ayat 1) pasal
ini diltkukan dalam jangka wektu peling lama 2 (dual bulan sejak

diterbitkannya SKROLB.
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(6} Apabila i i bay retribusi dilakukan setelah
fewat waltu 2 (dua) bulan, Kepala Dacrah memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % ( dua-persen | sebulan atas keterlambatan pembayaran

retribusi.

BAB XII
HADALUARSA
Pasal 18
(1} Penagihan retribusi kadaluersa setelsth melampau jangka waktu 3 {tiga)

tahun terhitung sejek saat terutangnya retribusi; kecuali apabila wajib
retribusi melaloukan tindak pidana dibidang retribusi,
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimeksud ayat (1} pasal ini

tertangguh apabila |
&, Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau ;

b. Ada pongakuan wtang retibusi dari wajib Tewibusi buik iangsung

maupun tidak langsung.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 19
Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu umtuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanan Peraturan Daerah




BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
{1 F terhadap ! tuan dalam Peraturan Daerah ini

dapat diancam dengan pidan kurungan sclama-lamanya 6 (enam) bulan

atau denda setinggi-tingginya Rp. 5,000,000, { lima juta rupiah }.

(2) Tindak pidena sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal ini adaleh
pelanggaran -

(3) Tanpa mengurangi ayat (1), [2) pasal ini kepada setiap yang melakuken
pelangearan atas Peraturan Jaerah ini dspat dilakuken upaya paksa

sesulai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

(4) Segale binya yang timbul akibat upaya paksu )

kepada yang melakuken yeng akan ditstapkan kemudian dengan

memperhatikan tingkat kemahalan hidup.

BAB XVI
KETERTUAN PENYIDIRAN
Pasal 21
Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana
penyidikan atas tindak pidans sebagaimsna dimaksud dslvm pasal 9
Peraturan Daerah ini, dapat juga dilalkulken oleh Penyidik Pegawa: Negeri Sipil

di linglungan Pemerintah Daerah.




Pusal 22
{1} Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidilc Pegnwai Negeri Sipil

{PPN8) sebagaimsna dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :

@

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana

b, Melakukan tindak pertema pada seat ito ditempat kejadian serta
melakukan pemeriksaan

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangks dan memeriksa tunda
pengenal dari tersangle ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e, Mengambil sidik jari dan memotret ses80rang ;

f Memuonggil seseorang untuk didengar dan diperilsa sebagai tersangke
atas salsi )

£ Mendatanghkan orang ehli veng diperhikan dalam hubunganoys dengan
pemeriksaan perlard |

b, tikan idikan setelah perunjuk dari penyidik

bahwa tidak terdapat cukup bukli atau peristiwe iersebut bukem
merupakan  tindak pidans  atau  selanjuinys  melalui  penyidile
memberitahukan ghhal teracbut kepada penuntul umum tersangka

atau keluarga ;
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i. Mengadekan tindaken lain menurus Hukum yang dapat dipertanggung

jawablan .
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan

terang :

a, Pemeriksaan tersangka.

b. Pemasukan rumah,

¢, Penyitaan benda .

4. Pemeriksaan surat.

€. Pemeriksaan saksi

f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada penyidik

Yepolisian Nogara Republik Indonesia

BAB XVH
EETENTUAN PENUTUP
Fasal 23
Halhal yang belum diatur delam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan kepurusan
Kepala Daerah -

(2} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 1999 tentang Hasil Hutan

Tcutan dinyatakan dicabut dan tidek berlaku lagi .




13) Peraturan Daerab ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar supsya sstiap orang dapat mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannys dalam
lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
BUPATI ACEH TENGGARA

Cap/Dio
Drs. H, ARMEN DESKY
Diundangkan di : Kutacane
Eada Tonpeal 12 Al 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEH TENGGARA
Cap/Dta

Pembina THama Muda.
Nip. 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 5
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